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Abstrak
 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya peningkatan jumlah pembentukan DOB di Indonesia. Hanya

dalam waktu setengah dekade bertambah menjadi lima kali lipat. Kurun waktu 1999-2009 menunjukkan

kenaikan yang signifikan, jumlah provinsi naik 27%, kabupaten 70,1%, dan jumlah kota 57,6%. Sampai

dengan bulan Juni 2009, telah terbentuk 205 DOB, yang terdiri dari 7 provinsi, 164 kabupaten, dan 34 kota.

Sehingga, total DOB saat ini berjumlah 33 Provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota, ditambah 5 Kota dan 1

Kabupaten Administratif di Provinsi DKI Jakarta. Adapun kenaikan jumlah pembentukan DOB melalui hak

usul inisiatif DPR, meningkat 91% (53 DOB), terdiri dari 1 provinsi, 46 kabupaten, dan 6 kota. Pemerintah

sendiri hanya mengusulkan 5 DOB (8,6%), terdiri dari 4 kabupaten, dan 1 kota. Kentalnya faktor politis

dalam isu pembentukan DOB masih menjadi hambatan bagi pengendaliannya. Sebagai pijakan teoritis,

penelitian ini menggunakan teori proses politik dari Roy C. Macridis dan Carlton Clymer Rodee, teori elit

dari Vilpredo Pareto, teori pemekaran daerah dari Gabriele Ferrazzi, dan teori primordialisme dari Clifford

Gertz dan Ramlan Surbakti.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik analisis deskriptif. Sedangkan teknik

pengumpulan data berdasarkan dokumen tertulis, baik risalah rapat Pansus, Panja, Timus Komisi II dan

Paripurna DPR RI atau dokumen terkait dari lembaga-lembaga lainnya, termasuk wawancara mendalam

dengan anggota Panja Komisi II DPR RI. Temuan dilapangan menunjukkan proses pembentukan Kabupaten

Mamberamo Tengah merupakan tuntutan masyarakat melalui tokoh adat, tokoh agama, elit politik dan

birokrasi, menggunakan pendekatan formal dan informal untuk mendesak Anggota Komisi II DPR RI

segera memprosesnya menjadi hak usul inisiatif. Oleh karena itu, pembentukan DOB merupakan tindakan

politis, karena beberapa ketentuan, syarat dan mekanisme administratif seringkali diabaikan. Bahkan

tuntutan tersebut juga dipengaruhi adanya kontrak politik elit, transaksi ekonomi politik, dan kepentingan

pembentukan daerah pemilihan dalam pemilu. Implikasi teoritis menunjukkan aktualisasi maupun sikap atas

perilaku politik seperti dijelaskan Roy C. Macridis dalam tuntutan pembentukan Kabupaten Mamberamo

Tengah disampaikan kelompok masyarakat adat dan didukung organisasi agama, menjadi kepentingan

bersama untuk mewujudkan keadilan, pemerataan, persamaan, kesejahteraan dan kemakmuran,

diagregasikan partai politik di daerah dan pusat agar dapat dibahas melalui mekanisme sistem politik.

Kepentingan tersebut terealisasi karena adanya sekelompok elit sesuai dengan pendapat Pareto seperti tokoh

adat, agama dan partai politik di daerah dan pusat yang berperan mengawalnya dalam lembaga politik.

......

This research is motivated by the increasing number of the establishment of DOB in Indonesia. In just a

decade it has conducted for five times. The period of 1999-2009 showed a significant increase, up to 27%

for the number of provinces, 70.1% for the districts, and 57.6% for the number of cities. As June 2009, has

formed 205 DOB, which consists of 7 provinces, 164 countries, and 34 cities. Thus, currently number for

total DOB is 33 provinces, 398 districts and 93 cities, plus 5 and 1 District Administrative City in Jakarta.
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The number of initiative right proposal for DOB establishment through parliaments is increasing as well,

91% (53 DOB), consists of 1 province, 46 districts and 6 cities. The government itself is only proposed 5

DOB (8.6%), consists of 4 districts and 1 city. The strong political factor in the issue of the DOB formation

is still an obstacle to its control. As a theoretical foundation, this study uses the theory of the political

process from Roy C. Macridis and Carlton Clymer Rodee, elite theory of Vilpredo Pareto, the theory of area

of Gabriele Ferrazzi, and primordial theory of Clifford Gertz and Ramlan Surbakti.

This study used qualitative methods, the descriptive analysis techniques. While data collection techniques

based on written documents, minutes of meetings with the Special Committee, Working Committee,

Drafting Team, the Plenary Commission II of the parliaments, and related documents from other institutions,

including in-depth interviews with members of the Working Committee. Field findings show the process of

formation of the District Central Mamberamo a requirement of society through traditional leaders, religious

leaders, political and bureaucratic elite, using formal and informal approaches to urge Members of

Commission II of the parliaments immediately proceed to the right of initiative proposal. Therefore,

formation of DOB is a political act, because some of the provisions, terms and administrative mechanism

are often overlooked. Even these demands also influenced the contract by the political elite, transactions

political economy, and the interests of formation of constituencies in the election. Theoretical implications

indicate that the actualization of the political behavior and attitudes as explained by Roy C. Macridis shown

in the demand for the District Central Mamberamo delivered and supported indigenous groups of religious

organizations, to realize the common interest of justice, equity, equality, welfare and prosperity, aggregated

regional and national political party in order to enter the political system mechanism. While the benefit is

realized because of the elite group is in accordance with the concept of Pareto, such as the presence of

traditional leaders, religious and political parties, whose role is to bring the interests and escorted into the

political institutions.


